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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Setelah melaksankan penelitian di BPSK Kota Malang terkait
Penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan oleh pembeli alih kredit
dalam perjanjian pembiayaan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa pengambilan bukti kepemilikan olenh pembeli alih
kredit dalam perjanjian pembiayaan yang ditangani BPSK Kota Malang
dilaksanakan berdasarkan itikad baik pembeli alih kredit, dilaksanakan
melalui arbitrase yang di dalamnya pernyataan pengadu untuk tidak
melibatkan BPSK apabila dikemudian hari ada gugatan dari debitur, yang
dengan ini membebaskan Kreditur dan BPSK dari segala tanggung jawab
di kemudian hari. BPSK menerima aduan pembeli alih kredit tanpa
sepengetahuan kreditur, sebagi aduan konsumen akhir, dengan harus
memiliki bukti pembayaran angsuran kredit yang lengkap Putusan
arbitrase didasarkan pada tuntutan pengadu berdasar ketentuan teradu
dalam mewujudkan tuntutan pengadu, dalam hal ini pengadu harus bisa
memperoleh surat kuasa dari debitur atau penggantinya sesuai amanat
majelis sidang, sebagaimana ketentuan teradu dalam penyerahan bukti
kepemilikan sebagai objek jaminan fidusia.
2. Putusan BPSK Kota Malang dalam sengketa pengambilan bukti

kepemilikan oleh pembeli alih kredit dalam perjanjian pembiayaan telah
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memberi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan bagi para
pihak tampak pada dictum putusan yang menampilkan keharusan bagi para
pihak, guna saling mewujudkan kepentingannya masing-masing, dan
disanggupi oleh kedua belah pihak dengan tidak mengesampingkan
perwujudan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak khususnya
perlindungan hukum bagi pengadu.
4.2. Saran
Setelah melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, adapun

saran yang dapat penulis berikan :

a. Bagi konsumen supaya dalam hal melakukan alih kredit harus sesuai
prosedur yang benar. Pihak debitur awal dan calon debitur baru harus
bersama-sama menghadap kreditur untuk mengurus pengalihan debitur
dan utang. Bagi yang terlanjur melakukan alih kredit tanpa sepengetahuan
kreditur harus segera berkoordinasi dengan penjual/debitur awal untuk
segera melapor ke kreditur.

b. Bagi pelaku usaha yakni perusahaan pembiayaan konsumen supaya dalam
perjanjian pembiayaan dimasukkan tambahan terkait penyelesaian
sengketa konsumen melalui BPSK dalam ketentuan penyelesaian sengketa
secara musyawarah, disamping penyelesaian secara litigasi melalui
Pengadilan Negeri yang bisa ditempuh konsumen. Ini terkait ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

bahwa penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan adalah
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kewenangan OJK lewat LAPS-OJK supaya nantinya putusan BPSK

menjadi independen dan kuat.

c. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

1. Supaya mampu melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen tanpa
mengabaikan akibat di kemudian hari konsumen digugat atas putusan
arbitrase BPSK, mengingat adanya ketentuan bagi konsumen untuk
membuat surat pernyataan uuntuk tidak melibatkan BPSK dalam
putusan arbitrase.

2. Merealisasikan kesepakatan dengan OJK terkait penanganan sengketa
konsumen sektor jasa keuangan dalam bentuk Memorandum of
Understanding (MoU). Kesepakatan tertulis antara BPSK dengan OJK
dalam bentuk MoU diperlukan untuk mengetahui sengketa konsumen
sektor jasa keuangan apa saja yang bisa ditangani BPSK dan
menentukan cara penyelesaian yang digunakan. Perlunya adanya
kesepakatan tertulis antara BPSK dengan OJK untuk mewujudkan
adanya kepastian hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan yang
hendak menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan
melalui BPSK, disamping juga bisa menyelesaikan sengketa melalui

LAPS-OJK dan melalui Pengadilan Negeri.
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